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A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara hukum dalam UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia
bukanlah negara kekuasaan yang orientasinya hanyalah sekedar politik. Negara
harus menjamin hukum sebagai kekuatan yang suprematif demi terwujudnya
keadilan sosial. Hukum harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan (to
protect), penghormatan (to respect) dan pemenuhan (to fullfil) hak-hak setiap
warga negara tanpa diskriminasi. Hukum sangat fundamental karena pada diri
hukum terkonstruksi kepatuhan sosial, keahlian otoritas dan sanksi bagi yang
melanggarnya’.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi
bagi seseorang yang melanggar hukum, terdapat dua jenis sanks yang dapat
dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melanggar hukum yaitu terdapat
dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana
pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana mati,
dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu
bentuk pidana yang lazim dijatunkan terhadap pelaku kegahatan adalah pidana

penjara. Sistem pemasyarakatan sebagal pembaharuan pel aksanaan pidana penjara
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diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung pemikiran tentang bentuk
pidana penjara yang akan mengalami evolus berkenaan dengan upaya
pelaksanaan pidana penjara baru, dan mengandung suatu kegiatan pemikiran
tentang perlakuan cara baru terhadap Narapidana dalam rangka sistem
pemasyarakatan?.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertanggung jawab.

Tugas utama sistem pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap pelanggar
hukum, vyaitu perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana, dan Klien dalam
terminologi pembinaan, perawatan dan pembimbingan. Maka filsafat yang
mendasarinya adalah filsafat yang mendasari munculnya teori dan praktik tentang
perlakuan tersebut. Reintegrasi Sosial adalah filsafat penghukuman yang
mendasari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Seperti yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
40 tahun 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
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“Orientas sistem pemasyarakatan memiliki keterkaitan dengan pemikiran-
pemikiran baru mengena fungsi pemidanaan, sebagaimana Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatn (UU Pemasyarakatan), tidak
lagi sekedar penjeraan tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi
sosial WBP. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial sendiri bertujuan agar
WBP menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan
tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung
jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Konsep dimaksud yang
kemudian diformulasikan sebagai sistem pemasyarakatan. Selain rehabiltasi
dan reintegras sosiad, UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem
pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila.”

Oleh karenaitu, dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan tentang hak-hak Narapidana. termasuk
di daamnya hak Narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat
sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan narapidana dalam rangka memudahkan
dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Upaya dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan dalam pemberian
pembebasan bersyarat tersebut agar membuahkan hasil yang baik dan bermanfaat
tentunya diperlukan partisipasi dan kerjasama dari setiap komponen yang terkait
dadam pembebasan bersyarat, seperti Narapidana itu sendiri, petugas
pemasyarakatan dan masyarakat.

Rumah Tahanan Negara Kelas Il B Jepara sebagai salah satu Unit
Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya juga memiliki tugas selain

memberikan pembinaan kepada Narapidana juga melaksanakan hak-hak terhadap

Narapidana yang menjalani pidananya di Rumah Tahanan Negara Kelas 11B
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Jepara salah satunya melaksanakan hak pembebasan bersyarat bagi Narapidana.
namun pada kenyataannya tidak semua Narapidana di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Jepara dapat merasakan hak pembebasan bersyarat tersebut. Hal ini
tentu sgja ada faktor-faktor yang melatar belakangi hak pembebasan bersyarat
tersebut tidak dapat diberikan kepada Narapidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pendliti tertarik melakukan
penelitian tentang Model Pembebasan Bersyarat Sebagai Optimalisas Hak-Hak
Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Karena diharapkan
dengan penelitian ini di temukan faktor-faktor yang membuat hak pembebasan
bersyarat tersebut tidak dapat diberikan kepada Narapidana beserta solusinya .
Oleh karena itu peneliti mengambil judul , Model Pembebasan Bersyarat
Sebagai Optimalisas Hak-Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara
Kelas|IB Jepara.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana di Rumah
Tahanan NegaraKelas 1B Jeparaterhambat prosesnya?

2. Bagaimanakah model pelaksanaan pembebasan bersyarat yang dapat
digunakan untuk optimalisasi hak-hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara

Kelas |IB Jepara?



C. Tujuan Pendlitian
Di dalam setigp penelitian pasti ada tujuan yang mendasari  penelitian
tersebut dilakukan. Adapun tujuan dari penelitianini adalah :
1. Mengetahui penyebab terhambatnya proses pemberian pembebasan bersyarat
kepada Narapidana di Rumah Tahanan NegaraKelas I1B Jepara.
2. Menjelaskan model pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat demi
optimalisasi hak-hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I1IB
Jepara.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi khasanah ilmu pengetahuan
serta menjadi bahan kepustakaan dan bahan referensi bagi masyarakat yang
berminat pada kajian-kajian hukum pidana khususnya.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman oleh masyarakat agar
mengetahui  kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1B Jepara terhadap

pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana.



